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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) klasifikasi kecil dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
dalam penerapan prinsip tranparansi dalam pelayanan SIUP Kklasifikasi kecil di Kecamatan
Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan analisis hasil wawancara dan kajian pustaka atau penelitian terdahulu.
Berdasarkan hasil pencarian dengan fitur Word Frequency Query software QSR NVivo 12 dari
berbagai sumber data yang telah diimpor dari sumber 30 jurnal penelitian, kata ‘Government’
merupakan kata dengan frekuensinya paling banyak muncul yaitu 2.848 word dari seluruh jurnal
sumber data penelitian. Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi dalam transparansi
pelayanan SIUP di Kecamatan Singingi Hilir sudah diberikan secara jelas kepada masyarakat dan
sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Transparansi Pelayanan, SIUP, Perdagangan

TRANSPARENCY OF TRADE BUSINESS LICENSES (SIUP) OF SMALL QUALIFICATION IN
OFFICE OF KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Abstract

This study aims to identify and analyze the trade business license services small classification and to
analyze factors that affect the application of principle of trade business license services small
classification in Singingi Hilir office, Kuantan Singingi District. This study used a qualitative research
method with a literature review or previous research process. Based on the search results with Word
Frequency Query feature of the NVivo 12 QSR software from various data sources that have been
imported from 30 sources of research journals, the word 'Government’ is the word with the most
frequency appearing, 2,848 words from all research data source journals. The interview showed that
the information of trade business license services transparency in Singingi Hilir District had been
given clearly to the community and according to established procedures.

Keywords: Service Transparency, Trade Business License, Trading
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PENDAHULUAN

Penyelengaraan = pemerintahan
dari mulai pusat hingga di daerah yang
mana dalam mencapai tujuan yang
ditetapkan pemerintah telah ditentukan
maka memerlukan penyelengaraan
pemerintahan yang baik atau Good
Government dengan tujuan menciptakan
pelayanan  yang  prima  kepada
masyarakat. Dalam hal ini, good
governance merupakan upaya untuk
memuaskan masyarakat atas Kkinerja
aparat birokrasi yang sesungguhnya.
Penyelengaraan good governance di
dukung dengan azas penyelengaraan
pemerintahan yaitu azas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

“Good governance diharapkan
dapat memperbaiki kualitas pelayanan
publik yang buruk dimata masyarakat.
Beberapa masalah pelayanan publik
adalah seperti maraknya tindakan
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di
setiap instansi pemerintah baik pusat
maupun daerah, birokrasi yang lamban
dan berbelit-belit, pegawai pemerintah
yang tidak ramabh, tertutupnya informasi
kepada masyarakat, pemborosan
anggaran pada hal-hal yang tidak
mendukung  kesejahteraan  rakyat,
ketidakbebasan mengeluarkan
pendapat, kritikkan maupun saran, serta
masalah diskriminasi pelayanan kepada
masyarakat. Masalah-masalah diatas
menyebabkan kekecewaan masyarakat
dan hilangnya kepercayaan kepada
pemerintahan”.

Indikator atau unsur yang juga di
miliki oleh good governance yaitu

kepastian hukum, partisipatif,
keterbukaan, akuntabilitas. Penerapan
prinsip-prinsip Good governance dalam
pelaksanaan tugas dan pelayanan publik
oleh pemerintah diharapkan segala
pelaksanaan tugas dan pelayanan publik
dapat dilaksanakan lebih maksimal dan
dapat memperoleh berbagai tanggapan
yang positif dari masyarakat sehingga
masyarakat ‘merasa puas dan cukup
percaya kepada kinerja dari pemerintah.

Penerapan prinsip-prinsip Good
governance yang telah dijelaskan diatas
akan membuat pelayanan publik
semakin baik apabila dilaksanakan
secara sistematis, misalnya memberikan
kesempatan kepada anggota organisasi
pemerintah dan masyarakat untuk ikut
dalam kegiatan yang diadakan oleh
pemerintah akan lebih mempermudah
kegiatan tersebut.

Memberikan transparansi kepada
masyarakat mengenai kegiatan dan dana
yang dikeluarkan akan membuat
kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah  menjadi lebih  baik,
menerapkan aturan hukum yang di taati
oleh pemerintah dan masyarakat
membuat kehidupan lebih tertib,
bertindak adil kepada sesama
masyarakat tanpa menguntungkan salah
satu pihak.

Transparansi sebagaimana
disampaikan oleh Albadila merupakan
salah satu prinsip penting dalam

muwujudkan good governance.
Transparansi terutama dalam
memberikan pelayanan kepada

masyarakat memiliki peran yang cukup
kritis terutama dalam mengembangkan
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praktik good governance. Hal tersebut
dikarenakan sebagian besar
permasalahan dalam penyelenggaraan
kegiatan bersumber dari rendahnya
transparansi.

Salah satu indikator yang paling
utama dan yang pertama ialah
transparansi. Transparansi menurut
Lalolo adalah prinsip yang menjamin
akses atau kebebasan bagi setiap orang
untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni
informasi tentang kebijakan, proses
pembuatan serta hasil yang dicapai.
Sehingga penerapan salah satu prinsip
pemerintahan  yang  baik  yaitu
transaparansi merupakan hal yang
penting dan utama semua informasi
dalam proses pelayanan publik harus
terbuka untuk masyarakat dan penyedia
pelayanan publik harus memberikan
akses informasi yang mudah didapatkan
oleh masyarakat. (Haslan, 2016:83).

Pemerintah  berupaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan public,
hal tersebut menjadi salah satu isu yang
sangat penting saat ini. Masyarakat
disatu sisi menuntut terhadap kualitas
pelayanan yang semakin besar oleh
pemerintah sementara praktek
penyelenggara pelayanan tidak
mengalami perubahan yang berarti
terkesan  stagnan. Setiap  waktu
masyarakat menuntut pelayanan publik
yang berkualitas. Akan tetapi, tuntutan
tersebut sering tidak sesuai dengan
harapan dikarenakan pelayanan publik
yang terjadi selama ini masih berbelit-
belit, lambat, mahal, dan melelahkan.

Berdasarkan fitur Word
Frequency Query software QSR NVivo 12
dari berbagai sumber data yang telah
diimpor dari sumber 30 jurnal
penelitian, kata ‘Government’ merupakan
kata dengan frekuensinya paling banyak
muncul yaitu 2.848 word dari seluruh
jurnal sumber data penelitian. Hal
tersebut berkaitan dengan salah satu
prinsip dalam good governance yaitu
transparansi.

Transparansi oleh pemerintah
menunjuk pada suatu keadaan dimana
segala aspek dari proses penyelengaraan
palayanan bersifat terbuka dan dapat
diketahui dengan mudah oleh para
pengguna dan  stakeholder  yang
membutuhkan. Jika segala aspek proses
penyelengaraan  pelayanan  seperti
persyaratan, biaya dan waktu yang
diperlukan, cara pelayanan, serta hak
dan kewajiban penyelengara dan
pengguna layanan dipublikasikan secara
terbuka sehingga mudah diakses dan
dipahami oleh publik, maka praktik
penyelengaraan pelayanan itu dapat
dinilai memiliki transparansi tinggi.

Berbagai kepentingan publik
dikerjakan dan diurus dikantor Camat
Singingi Hilir maka dari itu tentunya
diperlukan penyelengaraan pelayanan
yang baik dan berkualitas dengan
menerapkan prinsip-prinsip dari
penyelenggaraan good  governance
khususnya dalam pelayanan publik.
Kantor Camat ini merupakan instansi
pemerintahan yang mengurus dan
memberikan pelayanan kepada
masyarakat seperti bekerja sama dalam
penyusunan program pembangunan

Copyright © 2020, Jurnal Agregasi, ISSN: 2337-5299 (Print), ISSN: 2579-3047 (Online) | 61



Agregasi

JURNAL AGREGASI

Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam
DemoKrasi
Volume 8- Nomor 1, Mei 2020

DOI: 10.34010/agregasi.v8i1.2748

Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

kecamatan, diantaranya yaitu urusan
kependudukan, pendidikan, surat
menyurat, perizinan, kesehatan dan
berbagai kebutuhan publik lainnya.

Setiap bagian dari pemerintahan
memiliki  cara  tersendiri  untuk
mewujudkan transparansi dalam
pelaksanaan tugas sebagai pelayanan.
Begitu juga dengan kantor Camat
Singingi Hilir yang mana dengan
penerapan transparansi di harapkan
dapat meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kepercayaan
masyarakat tehadap pemerintah. Dalam
penelitian ini, bertujuan mencari lebih
lanjut bagaimana transparansi yang
dilakukan pemerintah dalam Pelayanan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Klasifikasi Kecil Di Kantor Kecamatan
Singingi Hilir Kabupaten Kuantan
Singingi.

METODE

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan
pendekatan studi kasus sebagai bagian
dari penelitian kualitatif. Studi kasus
pada penelitian ini berfokus pada
transparansi pelayanan SIUP Kklasifikasi
kecil di Kantor Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada
Kantor Camat Singingi Hilir Kabupaten
Kuantan Singingi, dan mengambil waktu

penelitian pada bulan Oktober sampai
pada November 2019.

Target/Subjek Penelitian

Subjek  penelitian yang di
wawancara diantaranya Camat
Kecamatan Singingi Hilir, Pegawai
Pelayanan SIUP sebanyak 1 orang, Tokoh
Masyarakat sebanyak 1 orang dan
Masyarakat sebanyak 1 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan obeservasi,
wawancara, dokumentasi dan pencarian
penelitian terdahulu yang dianalisis
dengan dengan software NVivo 12.]Jurnal
yang digunakan adalah jurnal terbitan
scopus dengan citasi yang tertinggi,
jurnal yang digunakan adalah jurnal yang
relevan dengan kegiatan pemerintahan.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti
gunakan dalam penelitian ini adalah
analisis data Nvivo dengan software
NVivo 12. NVivo adalah sofware analisa
data kualitatif yang dikembangkan oleh
Qualitative Solution and Research (QSR)
international. QSR sendiri adalah
perusahaan pertama yang
mengembangkan software analisa data
kualitatif. Nvivo berawal dari
kemunculan software NUD*IST
(Nonnumeric Unstructured Data, Index
Searching, and theorizing) pada tahun

1981. Dalam penelitian ini, peneliti
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memilih menggunakan NVivo 11 plus
dalam analisa data. Peneliti akan
mengidentifikasi pola yang ada untuk
bisa menemukan jawaban dari rumusan
masalah dengan melalui 3 tahapan
coding, yaitu open coding, axial coding,
dan selective coding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi Pelayanan

Dalam pelaksanaan transparansi
diketahui bahwa beberapa indikator
memang telah  ditetapkan untuk
mengukur apakah sebuah pengukuran
tersebut dapat diterapkan dalam prinsip
transparansi  pelayanan  khusunya
pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan.
Indikator dalam pelayanan transparansi
tentunya  sangat penting dalam
pelaksanaannya. Ada Tiga indikator
untuk mengukur tranparansi pelayanan

publik:
a. Indikator pertama adalah mengukur
tingkat keterbukaan proses

penyelengaraan pelayanan publik
meliputi seluruh proses pelayanan
publik, termasuk didalamnya adalah
persyaratan, biaya dan waktu yang
dibutuhkan serta mekanisme atau
prosedur pelayanan yang harus
dipenubhi.

b. Indikator kedua dari transparansi
menunjuk pada seberapa mudah
peraturan dan prosedur pelayanan
dapat dipahami oleh pengguna dan
stakeholders yang lain.

c. Indikator ketiga dari transparansi
pelayanan adalah kemudahan untuk

memperoleh informasi mengenai
berbagai  aspek
pelayanan publik.

penyelengaraan

Indikator dalam pelaksanaan
transparansi pelayanan berkaitan satu
sama lain. Dari beberapa literatur
terdahulu ditemukan bahwa beberapa
indikator memang berkaitan satu sama
lain.  Yang pertama keterbukaan
pelayanan berkaitan dengan prosedur
pelyanan dalam pelaksanaan good
government. Kata ‘Government’
merupakan kata dengan frekuensinya
paling banyak muncul pada artikel tahun
2018. Gambar berikut menunjukkan
Word Cloud dari 7 jurnal yang digunakan

dalam sumber data penelitian ini.

orelun a=inSranc
5 Sseclml
=

Gambar 1 Terbitan Jurnal Berdasarkan
Tahun

Transparansi adalah masalah
utama dalam pemerintahan yang
demokratis. Tata pemerintahan yang
demokratis membutuhkan akuntabilitas
kepada publik untuk meningkatkan
transparansi dalam mengungkapkan
lebih banyak informasi tentang anggaran
dan keuangan. Peningkatan transparansi
sangat dibutuhkan dalam konteks fungsi
tindakan

pengawasan, mencegah

korupsi dan penyalahgunaan sumber
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daya publik yang akan mengakibatkan
gangguan. Pemerintah daerah adalah
pihak yang diberi mandat untuk
mengelola dana dari masyarakat,
sehingga keberhasilan atau kegagalan
pengelolaan dana sangat tergantung
pada lembaga pemerintah daerah yang
mengimplementasikannya. Pengelolaan
dana dilakukan melalui penyusunan
laporan keuangan sebagai bentuk
pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan daerah (Adiputra dkk, 2018).

Indikator yang berkaitan dengan
transparansi salah satunya adalah
transparansi kemudahan informasi.
Sesuai dengan hasil wawancara dengan
informan di Kecamatan Singingi
diketahui bahwa akses informasi sudah
sangat mudah karena pengguna dapat
mengakses online melalui web yang
sudah disediakan. Sayangnya tidak
semua masyarakat dapat mengakses
internet dengan baik sehingga dirasa
cuku sulit untuk mengakses informasi.
Sesuai dengan teori yang dikemukan
oleh Hari Sabarno (2007:38)
perwujudan tata pemerintahan yang
baik mensyaratkan adanya keterbukaan,
keterlibatan, dan kemudahan akses bagi
masyarakat terhadap proses
penyelenggaraan pemerintahan.
Keterbukaan dan kemudahan informasi
penyelenggaran pemerintahan
memberikan pengaruh untuk
mewujudkan berbagai indikator lainnya

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
dalam Penerapan Prinsip
Tranparansi

Transparansi Birokrasi dalam
Standar penyelenggaraan Pelayanan
publik adalah segala kegiatan pelayanan
yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan  publik  sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima
pelayanan maupun pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang -
undangan, yang bersifat terbuka, mudah,
dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan serta disediakan secara
memadai dan mudah dimengerti oleh
semua penerima kebutuhan pelayanan
(Dedek Kusnadi, 2011).

Berdasarkan hasil pencarian
dengan fitur Word Frequency Query
software QSR NVivo 12 dari berbagai
sumber data yang telah diimpor dari
sumber
penelitian, kata ‘Informasi’ merupakan
kata dengan frekuensinya paling banyak
muncul word dari seluruh sumber data
penelitian. berikut
menunjukkan ~ Word  Cloud dari
keseluruhan informan yang digunakan
dalam sumber data penelitian ini.

keseluruhan informan

Gambar

gpeneli’ri ;

Siu

enyampaikan

Gambar 2 Word Cloud dari 4 informan
penelitian
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Penerapan prinsip transparansi
diperlukan pula sejumlah faktor
penunjang seperti adanya dukungan
kebijakan, ketersediaan dari teknologi,
kemampuan dan komitmen pegawai,
dukungan dan kesadaran warga,
pengawasan dan sanksi, budaya kerja,
kecukupan anggaran dan pola pelayanan
yang tepat, di dalam Birokrasi itu sendiri.
Faktor lain adalah adanya kesadaran dari
berbagai pihak, aturan yang berlaku,
organisasi, pendapatan, keterampilan
tugas dari pegawai, serta sarana dan
prasarana.

Tujuh faktor ditemukan terlibat
dalam memperoleh partisipasi publik
sebesar mungkin dalam  proses
pemberian layanan. Ini dikelompokkan
sebagai (1) faktor yang memfasilitasi
pemberian layanan, dan (2) faktor yang
menghambat  pemberian layanan.
Faktor-faktor yang memfasilitasi adalah
partisipasi publik, akuntabilitas dan
transparansi, orang-orang yang fokus,
komunikasi, perwakilan gender, dan
hubungan yang sehat. Faktor yang
menghalangi adalah perebutan
kekuasaan. Untuk ‘'wilayah tempat
tinggal', perbedaan signifikan hanya ada
sehubungan dengan faktor fasilitator
(Naidoo dan Ramphal, 2018)

Hasil penelitian Adiputra dkk
(2018) menunjukkan bahwa kualitas
laporan keuangan melalui opini audit

dan lingkungan politik  memiliki
pengaruh  positif yang  signifikan
terhadap transparansi  pemerintah

daerah di Indonesia. Di sisi lain, ukuran
pemerintah  daerah dan tingkan
tanggapan pemerintah daerah terhadap

peraturan tersebut tidak mempengaruhi
transparansi pemerintah daerah di
Indonesia. Studi ini menemukan bahwa
teori  keagenan, legitimasi dan
kelembagaan memainkan peran penting
dalam mendukung praktik transparansi
pemerintah daerah di Indonesia.
Konsekuensinya, teori harus digunakan
sebagai alasan dan studi dalam
menentukan faktor-faktor yang
mempengaruhi  kinerja  pemerintah
daerah dilihat dari aspek keuangan dan
non-keuangan. Implikasi dari penelitian
ini adalah bahwa pemerintah daerah
memiliki akuntabilitas melalui
transparansi informasi keuangan dan
non-keuangan melalui situs web sesuai
dengan peraturan yang ada tentang
pelaksanaan pemerintah daerah
(Adiputra dkk, 2018).

Hasil analisis menjelaskan bahwa
jurnal tahun 2015 yang digunakan dalam
penelitian ini mayoritas menjelaskan
mengenai faktor-faktor yang
mempengahui good government dalam
aspek transparansi pelayanan. Dua
peneliti yang berpendapat berbeda
antara faktor yang mempengaruhi
transparansi dan faktor yang
menghambat dilakukan oleh Joseph
(2015) dan Aeman et al,, (2015).

Kontribusi pemerintah dalam
berbagai banyak administrasi publik
baru agenda dalam memastikan bahwa
biaya untuk publikasi pengiriman
layanan sangat berkurang, ada efisiensi
dan efektifitas dalam  ketentuan
pelayanan  publik, fasilitas yang
mendukung, masyarakat turut serta
dalam pengambilan keputusan,
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transparansi dan akuntabilitas yang
terus dilaksanakan secara maksimal dan
menanggapi kebutuhan masyarakat
(Joseph, 2015). Selain faktor yang
mempengaruhi tentu ada faktor yang
menghambat transparansi.

Beberapa faktor yang
menghambat transparansi dalam sistem
pemerintah daerah yaitu pertama
perumusan kebijakan yang
mengarahkan transparansi tata kelola
tidak jelas. Kedua ada layanan agrogansi
pejabat pemerinta. Ketigaada efek dari
sistem pemerintahan otoriter untuk yang
baru memerintahkan agar berlama-lama
di lembaga birokrasi di daerah. Keempat,
ada kekurangan sumber daya berkualitas
dari pemerintah daerah pejabat
disebabkan oleh kurangnya sosialisasi
konsep transparansi dan hukum terkait
(Aeman et al,, 2015).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Transparansi menunjuk suatu
keadaan dimana segala aspek dari proses
penyelengaraan  palayanan bersifat
terbuka dan dapat diketahui dengan
mudah oleh para pengguna dan
stakeholder yang membutuhkan. Hasil
wawanara menunjukkan bahwa
informasi dalam transparansi pelayanan
SIUP di Kecamatan Singingi Hilir sudah
diberikan secara jelas kepada
masyarakat dan sesuai prosedur yang

telah ditetapkan.

Saran

Diharapkan untuk meningkatkan
transparansi pemerintah yaitu dalam
pelayanan SIUP perdagangan perlu
meningkatkan lagi Kkerjasama dan
kordinasi seluruh aparatur pemerintah
dalam memberikan pelayanan. Selain itu
juga, perlunya meningkatkan sosialisasi
kepada masyarakat mengenai
kepengurusan SIUP Perdagangan, agar
masyarakat paham akan prosedur
kepengurusan dokumen SIUP
Perdagangan.
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